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DEWAN PLEWAKILAN RAKJAT DALHAH
KABU PATHN BANJUMAS

mono ta pkan puvuturnn-duoruh sobagsl borikut :

ks ,
PERA TURAN=DALRAH Ka bupu ton Ban jumes tontang mongsdaken o turan-a tu-
ran mongonni Baden Krodit Donn,

Papnl 1l.

% (1) Pendirian dan pembubarasn Budan Krodit Doss dilskukan dengian
putusan dosa berdasar pusal 6 ajat (2) Inlandse Gomeoente Ordonnzatie,

(2) Putusan desa tersebut delam ajat (1), momerluksn porsetud ju-
an Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas, sotolsh mendapat per-
timbangan Pongawas Badan Krodlt Desa se tempat,

(3) Pengawas Kredit Dosa setompat berhak suruh menghentikan bu-
at semontars waktu usaha sesuatu Badan Kredit Dess dengan kewadjiben

untuk dalam waktu 30 hari menjusuli penghentién 1tu dengsn suatu
ntah Daerah untuk meneruskan

usul jeng beralasan kepuda Dewan Pemerl
Dewan Pemerintah Dserah dalam rapz t-

atau ment jabut penghentilan 1tu.
njs pertama jang borilkut mengembil keputusan atas usul Fengewas Ba-

dan Kredit Desa getempat itu.

Passl 2. )

Untuk mengatur dan mengurus Badan Kredit Desa mengenal goal ke-
oleh desa jang bersangkutan ditun-

uangan dan benda-benda lalnnja,
djuk, sebueh Pengurus Jengan mengingat peraturan-peraturan jan~
i s A =UBGT o,

kin;&i@ﬂ ditetapkan oleh (=38, ketentuan-ketentuan p
1n1, loton tusn-ketentuan ordonansi déalam Stbl. tahvn 1929 No. 257,

‘nlandse Gemeente Ordonnantie dan peraturan-pers® . 18in berdasar

hukum,
Pasel 3.

Dewan Pemerintash Daerah berhak,
ngan Pengawas Badan Kredit Desa setempst menghentlkan anggauta-ang-

gauta Pengurus karens melalalkan yxewadjiban, melakukan tindakan-
tindakan jang dapat ditjela, stau tidek tjekep, dalsm hal mane desa
jeng bersangkutan menetapkan anggauta-anggauta Pengurus baru.

Pagal L.

Penggenti djerih lelah untuk pekerdjaan Pengurus, berwudjud uang
atau benda-benda lainnja dalam batas Jang termaksud Aalsm pasal
ordonsnsi dalam Stbl. tahun 1929 No. 3557 un tuk tiap-tiap Badan Kre-
i1t Desa ditetapken oleh Dewan Pemerintah Daerah setelah mendengar

pertimbangan Pengawes Badan Kredit Dess setempat.

Pasal 5.

Mengenal hal-hal scbagail tersebut dibawah ini Pengurus harus
mendapat persetudjuen tertulis lebih dshulu darl Pengawas Badan Kre-

d1t Desa setempat:
1. Penetapan djumlah padi/ugng Jeng depat dipindjsmken kepads £-sc
orang scpandjang meselihi 100-Kg. bagi padi de. ..- -.ulhi Rp.100,-

bagl usnge.
2. Ponetapan bunga dan perdjandjlan pemba jaren pind jeman.
, Penghapusan penaglhan pind jaman.
a Pemberisn persetid‘anr lr2pade pemind jem untuk memba jar pind jamen

pedi dengen uangs
2. Pembelisn don pondjualan padi dengan tjara sngsuran.
, Pembeliasn dan pendjualan serta perbaikan barang-barang bergerak
dsn perbaikan bangunan-bangunén,

Papal 6.

getelah mendengarkan pertimba-

1. Padi jeng tildsk diperluken untuk dipindjamkan, tiap-tiap tahun
dipergunakan untuk melu-

oleh Pengurus jang berkepentingan harus
nasi pindjaman padi, dan djike terdapat keleblhan harus didjusl.

2. wektu Oo.o..oo.oc--.
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2, W 8 dan penetapan harga serendah-rendshnja dari
ng;ujasgngsgzg didjuﬁl/dipindjnmknn memerlukan persetudjuen
pegawal jang ditundjuk oleh Dewen Pemerintah Daerah, satu dan
lain harus din jatekan dengan menggunalkan tjontoh jang ditetap-
kan oleh Pengawns Badan Kredit Desa se tempa t, ‘
Pasal 7.
bi: dit Desa setem-
Ata eputusan jang diambil oleh Pengswas Kre
pat dan ;egggziu?angjdi%undjuk eleh Dewan Pemerintah Daerah sgeba-
gai dimaksud dalom pasal 5 dan 6, dalem waktu 30 hari Pengurus
dapat mengedjukan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah jeng
akan mengambil keputbusen terachir setelah Pengurus dan pegawai

jang bersangkutan didengar.

Pasal 8. _
(1) Susutan padi dari sesuatu lumbung bagl sesuatu tahun ti-
dak boleh melebihi lima perseratus dari djumlah jang terban jak
Jeng terdspet dalam lumbung itu selama satu t@hun.
(2) Buat susutan jang lebih banjak pengurus bertanggung dja-
wab, ketjusli djike Dewan Pemerintah Daerah, setelah Pengawesg Ba-

dsn Kredit Desa setempet didengar, me jakinkan bahwa hal itu bener-
benar %erdjadi karena diluar batas kekuasaasn (overmacht) jeng da-

pat dibuktikan. ‘
Pasal 9.

(1) Peraturan-dserah ini depet disebut™Peraturan Badan Kre-~
dit Desa" dan mulai berlsku pada hari ke-30 setelah hari pengun-
dangann ja dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah. _

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini tidak
berlaku lagi: "Verordening aangaande het stellen van regelen be-
treffende de Inlandsche Gemeentecredletinstellingen" tenggal 23
Djuli 1930, diundangken dalam Provincisal Blad tanggal 29 April

1931 (Bijvoegsel Serie C No.5), sebagai telah diubah dan ditam-
beh dengan verordening tanggal 6 Djuni 1931, diundangkan dalam
Provinciaal Blad tanggal lﬁ Agustus 1931 (Bijvoegsel Serie C No,

Purwokerto, 22 Maret 1956,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas:
Wakil Ketusa,

Kabupa ten Banjumas '

Diundangkean delem Lembaran Pro

irisi Djawa<Tengah tanggal
25 Djuli 1956 (Tembahen Seri C Nr, B

6) .~
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